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Nomor : 821/5492/S] Yth. 1.Gubernur
Sifat Penting 2. Bupati/Walikota
Lampiran : - di
Hal : Persetujuan Menteri Dalam Negeri Seluruh Indonesia

Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/
Penjabat Sementara Kepala Daerah

dalam Aspek Kepegawaian Perangkat
Daerah

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah, khususnya dalam aspek kepegawaian perangkat daerah, dengan hormat
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa:

a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

b. Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka

waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa “Penjabat Kepala
Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai’.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

3. Berkenaan dengan larangan mutasi sebagaimana tersebut di atas, dalam angka 2
huruf a Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30A/.100-2/99
tanggal 19 Oktober 2015 Hal Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala
Daerah, menjelaskan bahwa, Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan
mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect)
pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN,
menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan
atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai

negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam
Negeri.



4. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Menteri Dalam Negeri
memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Pit), Penjabat (Pj), dan
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan:

a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan
hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah
daerah provinisi’/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau
tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai
dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-
udangan.

Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis

sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3

(tiga) di atas.

5. Pelaksana Tugas (Pit), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs)
Gubernur/Bupati/Walikota agar melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga).

Demikian disampaikan untuk

Tembusan Yth.:

Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Menteri Sekretaris Negara;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Menteri Keuangan,;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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